
 
BUPATI BANDUNG 

 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  16  TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN  

DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG,  
 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengendalian izin pemakaman 
di wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan 
Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung; 

b. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan 
pemakaman sesuai tata ruang dan lingkungan serta 
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten 
Bandung; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4725); 
 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 
Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan 
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4532); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor VII Tahun 1986 tentang Penunjukan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan 
Penyidikan terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah 

yang Memuat Ketentuan Pidana; 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 17); 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 19); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2011 Nomor 16); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2027 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 
Nomor 3). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
dan 

 

BUPATI BANDUNG 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI 

WILAYAH KABUPATEN BANDUNG. 

 
 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan 
Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 

14) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1, yakni angka 18 dan angka 19 dihapus, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung. 

5. Bupati adalah Bupati Bandung. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
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7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan 

Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
Peraturan Perundang–undangan. 

8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi 

daerah. 

9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang 
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi 

setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, 
yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah atau Pemerintah Desa. 

10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah 
yang disediakan untuk keperluan pemakaman 

jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan 
sosial dan/atau badan keagamaan. 

11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang 
digunakan untuk pemakaman yang karena faktor 
sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti 

khusus. 

12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan 
atau kerangka jenazah. 

13. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan adalah batu, 
beton dan logam. 

14. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak 
mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang 
bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan. 

15. Tanah Makam adalah tanah yang 
disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah 

dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan. 

16. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang 
disediakan untuk pemohon bagi keperluan 

pemakaman pribadi atau keluarga. 

17. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi 
kegiatan pelayanan penyediaan tanah makam, 

pelayanan pengabuan jenazah, pelayanan 
penembokan tanda kuburan, pelayanan 

pembongkaran makam, pelayanan pemindahan 
jenazah, pelayanan penyediaan lahan tanah cadangan 
dan pelayanan pengangkutan jenazah. 

18. Dihapus. 

19. Dihapus.  

20. Badan sosial/badan keagamaan adalah badan yang 

telah memiliki akta pendirian badan hukum/yayasan 
yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri 

setempat dan dinyatakan kegiatannya bergerak 
dibidang sosial dan atau keagamaan yang diperkuat 
oleh rekomendasi dari Departemen Agama. 
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21. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan 

Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
lainnya guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

22. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang atau badan 

hukum dengan maksud untuk pengaturan, 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
lainnya guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 
 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 2 
 

(1) Jenis tempat pemakaman dapat dibedakan menjadi : 

a. Tempat Pemakaman Umum; 

b. Tempat Pemakaman Bukan Umum; 

c. Tempat Pemakaman Khusus. 
 

(2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diatur dalam rencana tapak yang disahkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
3. Bab III dihapus. 

 

4. Judul Bab IV diubah dan diantara Pasal 18 dan 19 
ditambah 1 pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
BAB IV 

KETENTUAN LUAS, PENGELOLAAN DAN  
TANDA MAKAM 

 

Bagian Pertama 

Luas Makam 
 

Pasal 18  
 

(1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah 
seseorang di TPU ditetapkan tidak lebih dari 2.5 meter 
X 1.5 meter dengan kedalaman minimum 1.5 meter. 

 
(2) Antara makam yang satu dengan lainnya diberi batas 

dengan jarak tidak boleh lebih 0.5 meter.  
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Bagian Kedua 

Pengelolaan 
 

Pasal 18A 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat membuat perencanaan 

penataan lahan TPU. 
 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. pelayanan penyediaan tanah makam; 

b. pelayanan izin penembokan tanda makam; 

c. pelayanan penyediaan tempat tanah cadangan; 

d. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan 

makam. 
 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dapat dituangkan dalam bentuk blok plan 
sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan TPU. 

 
(4) Untuk ketertiban dan keteraturan di lokasi TPU 

diadakan pemisahan tempat bagi masing-masing 

pemeluk agama. 

 

Bagian Ketiga 

Tanda Makam 
 

Pasal 19 
 

Tiap petak tanah makam pada tanah tempat pemakaman 
umum diberi tanda kuburan/tanda makam dengan 
ukuran diatur kemudian dalam Peraturan Bupati. 

 
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 21 diubah dan ditambah 2 (dua) 

ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 
 

(1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke 

petak tanah makam lainnya atas permohonan keluarga 
atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab 
atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin 

Bupati melalui Dinas. 
 

(2) Selanjutnya penggunaan tanah petak makam 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi hak 
Pemerintah Daerah.  
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(3) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke 

petak tanah makam lain, karena lahan pemakaman 
akan digunakan untuk kepentingan umum dapat 

dilakukan atas izin Bupati melalui Dinas yang 
ditunjuk. 
 

(4) Tata cara pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 
(5) Pemakaman yang terletak diluar kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipindahkan sesuai 
ketentuan. 
 

(6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) tidak dapat dilaksanakan, maka tidak 

diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman 
jenazah baru. 
 

(7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) sudah dapat dilaksanakan maka, bekas tempat 
pemakaman digunakan untuk kepentingan sosial dan 

atau keagamaan.  
 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 
 

(1) Setiap orang atau yayasan sosial/badan keagamaan 
pengelola Tempat Pemakaman yang melanggar 
ketentuan Pasal 3, Pasal 18, dan Pasal 30 Peraturan 

Daerah ini dikenakan sanksi administrasi. 
 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. pembatalan izin; 

b. pencabutan izin; 

c. pembekuan izin; 

d. pembongkaran pemakaman. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata 

cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 
7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 31 A 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 

ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2009 Nomor 14), dinyatakan masih tetap berlaku. 

 
 

PASAL II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. 

 
 
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 7 Mei 2012 

  
 BUPATI BANDUNG 
  

  
 ttd 

  
  
 DADANG M. NASER 

  
  
Diundangkan di  Soreang  

pada tanggal 7 Mei 2012    
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

  

  
ttd  

  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19581229 198603 1 011 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2012  NOMOR 16 

 
 
 

 
 
 


